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Abstrak— Hak dan kewajiban merupakan dua pilar fundamental dalam hubungan antara negara
dan warganya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keseimbangan antara keduanya
tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membentuk
masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaiji
hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara melalui pendekatan kajian pustaka
dari berbagai sumber akademik dan regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan
melemahkan legitimasi negara. Penelitian ini menekankan pentingnya tanggung jawab individu,
baik dalam dimensi pribadi maupun sosial, serta urgensi keteladanan dalam praktik kehidupan
berbangsa sebagai bentuk pendidikan konstitusional. Harmonisasi antara hak dan kewajiban
bukan sekadar persoalanyuridis, tetapijuga merupakan tuntutan etis dan moralyang melekat pada
setiap warga negara. Melalui pemahaman menyeluruh dan pelaksanaan yang bertanggung jawab,
kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan dapat diwujudkan.
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1. Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan demi menciptakan tatanan masyarakat
yang adil, damai, dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijamin dalam
konstitusi, tetapijuga dijabarkan dalam berbagai regulasi dan refleksi sosial, termasuk dalam pandangan
akademik dan pengalaman empiris masyarakat. Menurut Notonegoro (dalam Yunita Septi, 2021), hak
adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu,
dan secara prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Di sisi lain, Ramadiansyah (2014)
mengemukakan bahwa kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh
seseorang sesuai dengan hukum, norma sosial, maupun aturan yang berlaku, yang jika tidak dipenuhi
akan merusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Nyai Ruhyanti (2023)
menyatakan bahwa masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana negara
cenderung menuntut pemenuhan kewajiban warga negara, namun belum sepenuhnya memenuhi hak-
hak konstitusional mereka [5].

Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi dalam menciptakan negara hukum yang ideal.
Ketidakseimbangan akan membuka ruang konflik dan ketidakpercayaan terhadap otoritas negara.
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Sebagai bagian dari masyarakat, warga negara tidak hanya memiliki hak atas hidup yang layak,
pendidikan, dan kebebasan berpendapat,tetapi juga berkewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga
ketertiban umum, dan berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi
intelektual turut memegang peran strategis sebagai agen perubahan. Simanjorang (2023) dalam
penelitiannya di Universitas Negeri Medan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang hak dan
kewajiban merupakan kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi dan aktif dalam
kehidupan bernegara. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pentingnya harmoni antara hak
dan kewajiban dalam praktik bernegara di Indonesia, dengan menelaah basis filosofis, normatif, serta
implementatifnya. Melalui pendekatan multidisipliner dan integratif, tulisan ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan kehidupan berkonstitusi yang adil dan beradab [6].

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah literatur review, yaitu metode untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian dan pemikiran yang sudah ada. Dalam
halini penulis mencari artikel yang relevan dengan topik melalui Publish or Perish dengan Google Scholar
terbitan tahun 2020-2025 dengan kata kunci ' Hak dan Kewajiban Warga Negara'. Tersedia 200 artikel yang
relevan dengan topik 'Hak dan Kewajiban Bernegara. Dari 200 artikel tersebut, hanya 4 artikel yang
terpakai untuk mengkaji penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan kajian pustaka terhadap sejumlah artikel ilmiah yang relevan,
yang dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama terkait hubungan timbal balik antara hak dan
kewajiban warga negara dalam praktik bernegara di Indonesia. Data hasil kajian disajikan secara
sistematis dalam Tabel 1, yang merangkum pendekatan, fokus studi, dan temuan utama dari masing-
masing artikel.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur
Metode Judul Artikel Penulis Temuan Utama
Mahasiswa sebagai agen
Simanjorang  perubahanyang
etal.[14] menyeimbangkan hak dan
kewajiban.

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kualitatif ~ dalam Pandangan Mahasiswa di
Universitas Negeri Medan

Hak dan Kewajiban Warga Negara

dalam Hukum Islam dan Nasoha et al. Nilai Islam diakomodasi dalam

Kualitatif Implikasinya Terhadap Sistem [10] hukum na§|or1al, perlu seimbang
dengan prinsip hukum sekuler.
Hukum
L Harmonisasi Hak dan Kewajiban Izzati dan Kesel.r.nbangan halfdan
Kualitatif Mewujudkan Civic Responsibilit Novitasari[7] kewajiban harus dijalankan
) P y dengan tanggung jawab kolektif.
, Peningkatan Pemahaman Siswa SD . Pendidikan dasar penting untuk
Literature . Anastasiya o
Review Terhadap Hak dan Kewajiban Warga 2] menanamkan nilai hak dan

Negara kewajiban sejak dini.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1, Simanjorang et al. menyatakan bahwa hak warga negara
bersumber dari negara yang menaungi mereka, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab yang
harus dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan bernegara [14]. Mahasiswa, sebagai agen perubahan,
memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta turut berperan
dalam mengedukasi masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib.
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Dalam studi Nasoha et al., dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban
mencakup aspek ibadah, pendidikan, dan keadilan sosial [10]. Nilai-nilai ini telah diakomodasi dalam
berbagai peraturan di Indonesia, namun tetap memerlukan penyeimbangan dengan prinsip hukum
sekuler agar keadilan dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat.

Izzati dan Novitasari menegaskan bahwa pengakuan sebagai warga negara membawa hubungan timbal
balik yang melekat antara individu dan negara, dalam bentuk hak yang dijamin serta kewajiban yang harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab [7]. Keseimbangan tersebut menjadi kunci dalam
menciptakan warga negara yang sadar akan peran dan kontribusinya.

Sementara itu, Anastasiya melalui pendekatannya dalam pendidikan dasar menyoroti pentingnya
menanamkan nilai-nilai hak dan kewajiban sejak dini. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif
seperti everyone is a teacher here, siswa dapat memahami konsep kebebasan berorganisasi dan
tanggung jawab sebagai warga negara secara konkret dalam kehidupan sehari-hari[2].

Menurut Martasuta, hak warga negara meliputi perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan dan
kesehatan, hak atas pekerjaan, rasa aman, dan kebebasan berekspresi [11]. Semua ini merupakan
tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kewajiban warga negara tidak
hanya terbatas pada ketaatan terhadap hukum seperti membayar pajak, tetapi juga mencakup kewajiban
moral seperti menjaga ketertiban umum, menghormati simbol negara, serta aktif berpartisipasi dalam
kehidupan demokrasi.

Widiyawati menegaskan bahwa pelaksanaan hak tanpa diimbangi kewajiban dapat mengakibatkan
ketimpangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara [12]. Misalnya,
kebebasan berekspresi sebagai hak asasi harus dijalankan dengan tanggung jawab agar tidak melanggar
hak orang lain atau digunakan untuk menyebarkan kebencian [4].

Izzati dan Novitasari juga menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh rasa
tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial-politik [7]. Warga negara
harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga keteraturan dan stabilitas
kehidupan bernegara. Dalam hal ini, kewajiban tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga
mencerminkan sikap etis dan moral warga negara.

Nurmalina dan Syaifullah menambahkan bahwa tanggung jawab warga negara terbagi menjadi dua
dimensi, yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial [19]. Tanggung jawab pribadi mencakup
kewajiban terhadap Tuhan dan diri sendiri, seperti menjaga integritas, kesehatan, dan pengembangan
diri. Sementara tanggung jawab sosial meliputi kontribusi terhadap masyarakat, lingkungan, serta bangsa
dan negara. Kedua bentuk tanggung jawab ini saling melengkapi, dan jika dijalankan secara seimbang,
akan melahirkan warga negara yang patuh hukum, beretika, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan
nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban
merupakan syarat utama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan berkelanjutan.
Negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar warganya, seperti perlindungan hukum, pendidikan, dan
kesehatan. Di sisi lain, warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum, menjaga
ketertiban umum, serta berkontribusi dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan sosial [7], [10],
[11].

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan merusak
kepercayaan publik terhadap institusi negara [12], [14]. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dan
pembiasaan nilai konstitusional perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan keteladanan.
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Tanggung jawab warga negara tidak tunggal, melainkan mencakup aspek pribadi dan sosial. Tanggung
jawab pribadi meliputi kewajiban terhadap Tuhan dan diri sendiri, sedangkan tanggung jawab sosial
mencakup partisipasi aktif dalam masyarakat dan negara [19]. Jika kedua dimensi ini dijalankan secara
harmonis, maka akan terbentuk warga negara yang berkarakter, taat hukum, serta beretika dan peduli
terhadap pembangunan nasional.

Akhirnya, menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban bukan hanya tugas negara, tetapi juga
tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pendidik, dan pemangku kebijakan.
Upaya kolektif ini menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan
beradab.
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